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Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas
kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One.
Tesisini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount
A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang
diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan parainforman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada
rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk
mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PM SE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara
prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat sertatidak sesuai dengan tatanan internasional yang
ada.

...... Effortsto quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase
has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the
Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good
tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic
efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach
with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with
informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to
the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose
PPh or PTE on PM SE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid
conceptual basis and is not following the existing international system.
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